
 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 

 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, 

PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk memberikan peringatan dini dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat 

ancaman yang potensial dan nyata terhadap 

keselamatan dan keamanan negara serta kepentingan 

nasional, telah dibentuk Badan Intelijen Negara sebagai 

institusi yang merupakan bagian integral dari sistem 

keamanan nasional; 

b. bahwa Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, membutuhkan alat intelijen yang 

merupakan peralatan berteknologi tinggi dan sebagian 

besar penyediannya dipenuhi dari produsen di luar 

negeri; 
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c. bahwa untuk kepentingan strategis nasional, rencana 

kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri 

untuk penyediaan alat intelijen Badan Intelijen Negara, 

perlu dicantumkan dalam dokumen rencana kegiatan 

pinjaman luar negeri yang bersifat khusus; 

d. bahwa beradasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, 

dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar 

Negeri dan Hibah; 

 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5202); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, 

dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar 

Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 761); 

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); 

 

 



   - 4- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL NOMOR  4 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 

PERENCANAAN, PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN, 

PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIAYAI 

DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, 

Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari 

Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 761), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga Bagian 

Kesembilan berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Kesembilan 

Perencanaan Usulan Kegiatan Alat Utama Sistem 

Persenjataan Tentara Nasional Indonesia, Alat Material 

Khusus Kepolisian Republik Indonesia, dan Alat Intelijen 

Badan Intelijen Negara 

 

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

(1) Usulan kegiatan yang memuat alat utama sistem 

persenjataan Tentara Nasional Indonesia, alat 

material khusus Kepolisian Republik Indonesia, dan 

alat intelijen Badan Intelijen Negara yang 
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direncanakan untuk dibiayai dari Pinjaman Luar 

Negeri, dilengkapi dengan Dokumen Usulan 

Kegiatan Pinjaman Khusus. 

(2) Dokumen Usulan Kegiatan Pinjaman Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

dokumen yang memuat paling kurang: 

a. data dan informasi umum termasuk latar 

belakang, tujuan, dan hasil yang diharapkan; 

b. ruang lingkup kegiatan; dan  

c. rencana pelaksanaan yang terdiri dari data alat 

utama sistem persenjataan Tentara Nasional 

Indonesia, alat material khusus Kepolisian 

Republik Indonesia, dan Alat Intelijen Badan 

Intelijen Negara,  rencana pembiayaan, dan 

perkiraan waktu pengadaan. 

(3) Menteri melakukan penilaian atas usulan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

Dokumen Usulan Kegiatan Pinjaman Khusus. 

(4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Menteri berkoordinasi 

dengan Instansi Pengusul Pinjaman dan pihak yang 

terkait dengan kegiatan tersebut. 

(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Menteri menetapkan DRPLN-JM 

Khusus. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2020 

   

MENTERI PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUHARSO MONOARFA 

 

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Oktober 2020                       

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1205 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 

 
RR. Rita Erawati 


